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RINGKASAN 

 

 

Hakim dalam menentukan suatu berat ringannya suatu hukuman harus 

memperhatikan alasan pemberat dan juga alasan peringan terhadap terjadinya 

tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga agar tidak 

terciderainya hak pelaku, dan dalam pengambilan putusan tetap memperhatikan 

kondisi pelaku saat tindak pidana tersebut terjadi. Terdapat sejumlah faktor yang 

mempengaruhi penentuan apakah hakim akan menjatuhkan hukuman yang berat 

atau ringan, yang mana hal ini bergantung pada bukti-bukti yang disajikan dalam 

persidangan. Penghinaan yang dilakukan oleh seseorang dapat berdampak buruk 

bagi diri korban. Reaksi terhadap perbuatan penghinaan yang dialami korban dapat 

berbagai macam tergantung bagaimana psikis korban menghadapinya. Reaksi 

tersebut berupa dapat memicu kemarahan pada korban, yang selanjutnya dapat 

berpotensi melakukan tindakan kekerasan baik terhadap diri pelaku penghinaan 

tersebut maupun orang di sekitarnya. Namun dalam proses peradilannya, munculah 

suatu tantangan yang harus dihadapi yakni dalam penetapan sanksi yang sesuai bagi 

pelaku. Sehingga permasalahan yang muncul dalam penulisan ini yakni berkaitan 

dengan peringanan hukuman pada pelaku tindak pidana pembunuhan yang mana 

semula pelaku merupakan korban dari tindak pidana penghinaan. Penting untuk 

mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat meringankan 

hukuman tersebut, mengingat psikis korban yang menderita akibat dari dampak 

penghinaan tersebut.  

 

Pembahasan tentang persoalan pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap 

pelaku tindak pidana akibat penghinaan tidak terlepas dari teori tujuan pemidanaan. 

Asas proporsionalitas juga memegang peranan penting dalam penentuan hukuman. 

Prinsip ini menekankan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan 

tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan 

sebelumnya mengenai teori tujuan pemidanaan dan asas proporsionalitas, dapat 

dirumuskan dalam suatu kerangka peraturan yang mencerminkan prinsip-prinsip 

tersebut. Pengkonkritan teori ke dalam bentuk peraturan merupakan langkah 

penting dalam mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang adil dan efektif. 

Terkait dengan aturan peringanan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur hal tersebut, antara lain 

Pasal 47, Pasal 53, serta Pasal 56 dan 57 KUHP. Pasal 47 KUHP mengatur 



mengenai peringanan pidana bagi pelaku yang masih anak-anak. Namun, ketentuan 

dalam pasal ini telah dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena 

itu, bagi pelaku yang masih anak-anak, dasar pengurangan pidana kini mengacu 

pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Digunakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini karena berdasarkan atas asas Lex 

Specialis Derogat Legi Generali. Sehingga, dalam pelaksanaannya, maka terhadap 

pelaku anak digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, tidak lagi mengacu pada ketentuan di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini, khususnya dalam Pasal 81 Ayat (2). 

Selanjutnya, Pasal 53 KUHP mengatur mengenai percobaan tindak pidana, 

memberikan pedoman bagaimana pengurangan hukuman dapat dipertimbangkan 

dalam kasus-kasus percobaan kejahatan. Sedangkan Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP 

berkaitan dengan pembantuan tindak pidana, yang juga memuat ketentuan-

ketentuan peringanan hukuman bagi mereka yang berperan sebagai pembantu 

dalam tindak pidana. Terkait pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, 

kebijakan baru dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 54, telah diatur pedoman pemidanaan 

yang lebih rinci mengenai dasar-dasar pemutusan bagi hakim.  Ketentuan ini 

memberikan landasan bagi hakim untuk dijadikan pedoman dalam mencantumkan 

alasan-alasan pemberat maupun peringan yang dapat mempengaruhi berat 

ringannya pidana yang akan diputuskan bagi terdakwa. Selain itu, penjelasan dalam 

Pasal 54 Ayat (1) menyatakan bahwa rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat 

limitatif, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menambahkan pertimbangan 

lain di luar yang tercantum dalam ayat tersebut. Dengan demikian, hakim dapat 

menentukan alasan-alasan yang relevan untuk mempengaruhi hasil putusannya, 

sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan mencerminkan keadilan 

serta kemanusiaan. 

 

Dasar peringanan bagi pelaku ini, jika dilihat dari perspektif pelaku, dianggap 

cukup adil karena kondisi psikologis pelaku yang sudah tidak terkontrol lagi akibat 

sering menerima penghinaan dari korban. Bagi pelaku, tindak pidana tersebut 

terjadi karena emosi yang tidak lagi dapat ditahan, yang kemudian memicu 

terjadinya tindak pidana. Dalam pandangan pelaku, jika korban tidak memancing 

emosinya, kemungkinan besar tindak pidana tersebut tidak akan terjadi. Namun, 

pada pembahasan kali ini, Penulis akan mengevaluasi dari perspektif korban tindak 

pidana tersebut. Dengan adanya peringanan hukuman bagi pelaku apakah dapat 

dianggap adil dari sudut pandang korban terutama keluarganya. Penting untuk 

mempertimbangkan perasaan dan pandangan korban dalam menentukan apakah 

sebuah keputusan hukum sudah memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh. Jika 

kita menelaah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, pengurangan pidana ini masih dapat dianggap adil. 

Pendekatan ini bertujuan untuk membedakan antara hukuman bagi pelaku dewasa 

dan hukuman bagi pelaku anak, dengan harapan memberikan kesempatan bagi anak 



untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan mereka dalam lingkungan yang 

mendukung. Selain itu, pengurangan pidana berdasarkan Pasal 53 KUHP, yang 

mengatur tentang percobaan tindak pidana, juga masih dapat dianggap adil. 

Pertimbangan bahwa tindak pidana belum sepenuhnya terjadi memberikan dasar 

untuk pengurangan hukuman, karena konsekuensi terberat “hilangnya nyawa” tidak 

terjadi. Dengan demikian, asas keadilan tetap dapat diterapkan dengan 

memperhatikan perbedaan signifikan antara dampak dari percobaan pembunuhan 

dan pembunuhan yang berhasil dilakukan. Tidak hanya berpatokan pada alasan 

peringanan yang telah diatur secara spesifik, tetapi juga merujuk pada yurisprudensi 

putusan hakim sebelumnya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54, maka kita dapat 

menemukan berbagai alasan peringanan yang lebih luas. Pasal ini tidak bersifat 

limitatif sehingga memberikan kewenangan kepada hakim untuk 

mempertimbangkan faktor-faktor lainnya meskipun tidak secara eksplisit diatur 

dalam Pasal 54 Ayat (1). Selain itu, ketidakjelasan mengenai sejauh mana pidana 

dapat dikurangi berdasarkan alasan peringanan, terutama terkait kondisi psikologis 

pelaku atau pemicu tindak pidana, menimbulkan risiko ketidakadilan dalam 

putusan pidana. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang mungkin dianggap 

kurang adil oleh pihak korban atau keluarga korban tindak pidana pembunuhan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan pengurangan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pembunuhan kurang dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan, 

terutama ketika mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari perbuatan 

tersebut. Dalam kasus penghinaan, kerugian yang dialami oleh korban terutama 

bersifat psikologis atau emosional, yang meskipun menyakitkan, masih dapat 

diatasi atau dipulihkan dengan bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. 

Namun, dalam kasus pembunuhan, kerugian yang dialami adalah hilangnya nyawa. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Peringanan Hukuman, Pelaku Pembunuhan, Penghinaan 

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang 

peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat 

penghinaan dan juga untuk mengetahui apakah pengaturan tentang peringanan 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan sudah 

memenuhi unsur rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif, dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

penelitian yang kemudian dianalisa secara kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, mengenai pengaturan 

tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat 

penghinaan dapat menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 53 KUHP, dan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Kedua, mengenai pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak 

pidana pembunuhan akibat penghinaan belum memenuhi unsur rasa keadilan 

apabila dilihat dari sudut pandang korban. 
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ABSTRACT 

 

keywords : sentence reduction, perpetrators of murder, insult 

The purpose of this thesis research is to understand the regulations concerning 

sentence reduction for perpetrators of murder as a result of insult, and also to 

determine whether these regulations fulfil the element of justice. This study employs 

a normative legal research method, examining legal materials related to the 

research which are then analyzed qualitatively. 

The results of this study indicate that: Firstly, regarding the regulations on sentence 

reduction for perpetrators of murder as a result of insult, Article 81 of Law Number 

11 of  2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Article 53 of the 

Criminal Code, and Article 54 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal 

Code can be applied. Secondly, the regulations concerning sentence reduction for 

perpetrators of murder as a result of insult have not yet fulfilled the element of 

justice when viewed from the victim's perspective. 
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